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|. Pendahuluan

Petasan adalah peledak dalam kemasan kertas dengan daya ledak rendah, digunakan untuk perayaan
atau acara. Petasan memiliki daya ledak yang rendah dan bubuknya mudah meledak jika digabungkan
dengan bahan tertentu.Tradisi menggunakan petasan sangat berbahaya dan bertentangan dengan
aturan yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kematian. Penggunaan petasan dapat merugikan
harta benda dan keselamatan orang lain. [1] Peraturan terkait petasan dibuat untuk melindungi
masyarakat dan menghindari segala bahaya yang mungkin timbul. [2]

Pada tahun 2023, di Blitar, Jawa Timur, terjadi ledakan petasan ilegal yang menewaskan empat orang
dan melukai 23 orang. Seorang balita menderita cedera kepala dan dirawat di unit perawatan intensif
di rumah sakit terdekat. [3] Banyak rumah warga dan mushola yang rusak akibat ledakan petasan
ilegal tersebut. Kasus ini menunjukkan dampak serius dan bahaya yang ditimbulkan oleh perakitan
petasan ilegal. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah kasus serupa dan melindungi
masyarakat. [4]

Terdapat banyak macam tanggapan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia terkait bahayanya
perakitan petasan illegal dipermukiman. terdapat banyak kasus dilndonesia tentang meledaknya
rumah-rumah warga dan fasilitas sekitar karna ledakan petasan tersebut. [5] banyak korban jiwa yang
luka-luka dan sebagian ada yang meninggal karna peristiwa tersebut. Hal ini menjadi perhatian
masyarakat Indonesia tentang bahaya petasan yang dirakit disekitar permukiman padat penduduk.
maka dari itu perlu perhatian khusus tentang fenomena ini diberbagai macam daerah atau wilayah
dilndonesia. [6]

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui lebih dalam tentang bahayanya perakitan kembang api atau
petasan disuatu wilayah. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih dalam
tentang dampak bahayanya perakitan petasan di wilayah tersebut. Sudah banyak penelitian yang
mengangkat tentang Bahayanya bunga api, tetapi sekedar membahas dampak positif dan negatifnya.
Pada penelitian yang saya buat ini mengandung isu hukum didalam penelitian yang akan saya bahas
ini. Saya sebagai penulis ingin mengetahui tentang bahaya perakitan petasan illegal yang dibuat secara
sengaja dipermukiman. [7]

Pada dasarnya, petasan dilarang dan tidak boleh diperjual belikan karena berbahaya bagi pembuat atau
pembeli.Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang dapat
meledak pada kondisi tertentu.Didalam Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951 menjelaskan
tentang bunga api atau petasan. Pasalnya, ancaman pidana bagi warga yang kedapatan memproduksi
penggunaan bahan peledak bisa dipenjara 20 tahun. Maka dari itu perakitan petasan tidak diijinkan
didaerah permukiman karna menimbulkan masalah yang besar. [8]



Rumusan masalah: Peran pemerintah tentang perizinan perakitan petasan diwilayah permukiman
padat penduduk

Pertanyaan penelitian: Bagaaimana peran pemerintah tentang perizinan perakitan petasan diwilayah
padat penduduk serta apa bahaya yang didapat dalam pembuatan petasan illegal tersebut?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 https://sdgs.un.org/goals/goal12

1. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu menggunakan
pendekatan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1951 Undang-undang Darurat
tentang pembuatan bunga api. Penelitian ini menggunakan data primer yang meliputi Undang-undang
dan menggunakan data sekunder yang meliputi buku,jurnal,artikel
online,kusioner,wawancara,responden  dari  masyarakat lingkungan kampus Universitas
Muhammadiyah sidoarjo.

I11. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.
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